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Mengingat : 1.

BUPATI KAYONG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI I(AYONG UTARA
NOMOR J46 TAHUN 2AL2

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MEHENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MEIiIENGAI{ ATAS
DI I(ABUPATEN KAYONG UTARA

b.

BUPATI KAYONG UTARA,

bahwa unluk menunjang keiancaran akuntabilitas
pelaksanaan sistern pet geloLan -sekolah 

periu ditetapkan

bekolah Menengal-r Peitama dan Sekolah Menengah Atas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud

pacla hurrrf a, periu clitetapkaie dengan:*suatu Keputrrsan

Bupati;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2AO3 tentang Sistem

Pendid,ikal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 43O1);

Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun200stentangPerubahanKed'uaAtasUndang_Undang
Nomor '32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Ind'onesia Tahun 2OOB Nomor 59'

iambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor

aB4a\;

Undang-UndangNomor33Tahun2ao4tentangPerimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomorl26,TambahanLembaranNegaraRepubtiklndonesia
Nomor aa3$;

Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2AO7 tentang Pembentukan

Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat

(Lembaran Negara 
"Republik 

Indonesia. TShYt 2OO7 .*t3:l 9:

2.

.)-

4.

T-;;;; rc."*u..att Negara Republik Indonesil Nomor

a682);

5. Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peraturan
Negara RePublik Indonesia
Lembaran Negara RePublik

I,!I
12 Tahun / 2011

Perundang-undangan
Tahun 2011'Nomot 82,
Indonesia Nomor 523a);

Tentang
(Lembaran
Tambahan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional perraia*.an ft-.-baran Negara Rep,blik Indonesia

Tahun 2005 no,,u, 4 r, iambahan Le-mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa96);

Peratrrran Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang

Pembagian Uru"an Pemerintahan antara Pemerintah'

Pemerintahan O"tt"ft Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota 
--p"-t'"tan 

- 
Negarai P'epublik Indonesia

Tahun 2oo7 r.,l o*oi gi,,1.ambahan-Lembaran Ne gara Republik

Indonesia Nomor a7 3'/);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OOB tentang

pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia

Tahun 2008 no*oi 91, iambahan l-emnaran Negara Republik

Indonesia Nomor a86\;

Peratr:.ran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimaner-

telah diubah a"'-'g^'-t p""tt]Iott Pemerinterh Nomro 66 Tahun

2OtO tentang pedbahan Atas Perarutan Pemerintah Republik

Indonesia No*ot-17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraarl Pendidikan (Lembaran Negara Republik

inaore"ii-Tahun 2010 Nomor 112);

lO.KeputusanMenteriPendidikanNasiona]Nomor:ollul2oo2
tentangp"frf.""tt""tAkuntabilitasKinerjadiLingkungan
D epart-emen Pend'idikan N asional;

ll.KeputrrsanMenteriPendidikanNasiona-lNomor:o6alul2oa2
tentang Pecloman Pendirian Sekolah;

12.KeputusanMerlteriPend.idikatrNasionalNomor:oB7lUl2oo7
tentang Akreditasi Sekolah;

13. peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun

2oog terrtang'- utlttan Pemlriniahan yang Menjadi

Kewenangan PEmerintah Kabupatel f<"V:lq^Ui-"ra (Lembaran

Daerah f^U,i"t"" f^yo"g Utara Tahun 2OO9 Nomor 19);

L4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Ulara Nomor 2 Tahun

2OOg tentang O'ga''iuaui I'erangkat ?l:fl (Lembaran

Daerah Kabuffate""Ktyotg Utara titrun 2OO9 Nomor 20);

15. peraturan Daerah Kabupaten Kayong utara Nomor 3 Tahun

2OL2 tentang Anggaran Pendapatair dal Belanja Daerah

Kabupaten r<?v""ilUtara Tahu" A"ggtltu-'l 
-29 

12 (Lembaran

Daerah K"br;;;;f x^vo"g Utara Tah;; 2ot2 Nombr 3);

76. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2OO9

tentang sr*..Ju" Organisasi' T\rgas Pokok Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pendidlkan XaUupaiten fllglg-- l'$ara^fBerita

Daerah K"b;p;i;; Kayong Utara'l'ahun 29p9 Nomor 44);

Utara Nomor 37 Tahun 2OO9

tentang nirr.irl f.-tg^* f*[*a Dinas''sekretaris' Kepaia Sub

Bagian, K;;;; 
-eiaa"g -o-u't' 

Kepala seksi' pada Dinas

Pendidikan l(abupaten Kayong Utara (trerita Daerah

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2'009 Nomor 70);

7.

B.

9.



Menetapi<an
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

18. Peraturan Bupati Kayong utara Nomor 4 Tahun 2oL2 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Kayong utara Tahun Anggaran zotz {BeritaDaerah Kabupaten Kayong utara Tahun 2b12 Nomor 4)j

MEMUTUSKAN:

Menetapkan sekolah Menengah pertama dan Sekolah
Menengah Atas di Kabupaten Kayong utara sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalahLembaga Pendidikan pormal yang menyerenggarakan
Pendidikan dan pengajaran dengan -berpedoman- 

kepada
Undang*Undang dan peratural yang beriaku.

segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas pendidikan
Kabupaten Kayong utara dan sumuei tain yang sah menurut
peraturan perundang-undahg.r. yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan danapabila terdapat kekelin-ian dalam keputusan ini akar-rdilakukal perbaikan sebagaimana mestinya.
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f

dPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 34e TAHUN 2OL2
TANGGAL : lt Jult 2Ol2

SEKOLAH MENENGATI PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI I{ABUPATEN I{AYONG UTARA

r

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal /l -Juli 2Ol2

,,/

No NAMA SEKOLAH STATUS ALAMAT

I SMA NEGERI 3 SIMPANG HILIR NEGERI
KtrCAMATAN

SIMPANG HILIR

2 SMA NEGERI 4 SIMPANG HII-IR NEGEzu
KtrCAMATAN

SIMPANG HILIR

-J SMP NEGERI 10 SIMPANG HILIR NEGERI
KECAMATAN

SIMPANG HILIR

4 SMP NEGERI 11 SIMPANG HILIR NEGERI
KECAMATAN

SIMPANG HILIR


